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WALIKOTA PAGAR ALAM

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka
Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standar Biaya
Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawal
Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2013, perlu diadakan penyesuaian dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Standar
Perjalanan Dinas Pejabat Negar;a. Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak
Tetap dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar
Alam (Lembaran Negara Rl Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4115);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844),

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lemabaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);



Menetapkan

¢ 20 Tahun 2005 tentang
Bagi Pejabat/ Pegawai
pemerintah Daerah dan

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri

dilingkungan Departemen Dalam Negeri,
ta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Pimpinan seria AngQo
2006 tentang

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
sebagaimana telah diubah
mor 59 Tahun 2007 tentang
13

14 Peraturan Menteri
pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor
Tahun 2006,

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapa

37 Tahun 2012 tentang
tan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2013;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.02/2012 Tahun 2012

tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;

Republik Indonesia  Nomor
2012 tentang Perjalanan Dinas

dan Pegawai Tidak

17.Peraturan  Menteri  keuangan
113/PMK.05/2012 Tanggal 03 Juli
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
Tetap;

Nomor 16 Tahun 2013 tentang

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri
ri Republik Indonesia

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nege
Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,.

19.Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2012 tentang
APBD Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 08 Seri A),

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAG| PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGER! SIPIL DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2013;

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :
1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan
Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.



Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lemb
ana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun

negara sebagaim
ukan oleh Undang-

1045 dan Pejabat Negara lainnya yang ditent:
undang.

. Pegawal Negen adalah setiap warga negara Republik indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam neger, atau
diserahi tugas negara lainnya. dan digaji berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai
waktu tertentu guna melaksanakan

pembangunan yang bersifat teknis profesional dan

yang diangkat untuk jangka
tugas pemerintahan dan
administrasi sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuan organisasl
. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dina

dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju,
mbali ke tempat kedudukan semula di

s melewati batas kota

melaksanakan tugas, dan ke

dalam negeri.
. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat

kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan
surat keputusan pindah.

. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga Yyang
bersangkutan.

. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa
Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

_ Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam
rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.

10.Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai

Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

11. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu

(pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

12.Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti

pengeluaran yang sah.



erjalanan Dinas

13.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya P
ketentuan yang

yang dihitung sesudl kebutuhan il berdasarkan
bertaku.

14. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

15. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan
Dinas.

16. Tempat tujuan pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.

17.Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.

18.Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di
Indonesia di bawah Provinsi.

19.Uang Persedian yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk membiayai kegiatan operasional sehari - hari satuan kerja, yang
tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

20.Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan
perhitungan kebutuhan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kenja Perangkat Daerah.

BAB Il
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
Pasal 2
(1) Peraturan  Walikota ini mengatur mengenai pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, DPRD
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2013.
(2) Perjalanan Dinas sebagimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
b. Perjalanan Dinas Pindah.
(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB il
PRINSIP PERJALANAN DINA!

Pasal 3
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai
berikut :
a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas
yang berkaitan dengan penyelengaraan pemerintahan;



b. Kelersediaan anggaran dan kesesusis/ dengan Vervagmen rosp

Kementerian Negara/Lembags |

c¢. Efisiensi penggunaan belanjs negara; dan

d. Akuntabilitas pemberian perintah pelarssnsal
pembebanan biaya Perjalanan Dinas

Peraianen [hnas 090

BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dslam Passl 7 wy#t

(2) digolongkan menjadi :
a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota; 430
b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kiota

(2) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hund 3 s

untuk Kota Pagar Alam meliputi Pagar Alam Utara, Pagar Fiam
Selatan, Dempo Utara, Dempo Selatan dan Dempo Tengah.
(3) Perjalanan Dinas Jabatan Yyang dilaksanakan di dalam kota

sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas

a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)
jam; dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8
( delapan ) jam.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan ;

b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya,

¢. Pengumandahan (Detasering);

d. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan ;

e. Menghadap Majelis Penguji kesehatan Pegawai Negeri atau
menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk
mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna
kepentingan jabatan;

f Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena
mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas ;

g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji
Kesehatan Pegawai Negeri;

h. Mengikuti pendidikan setara Diploma / $1/52/S3;

i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan ;



pemakaman jenazah Pejabat

J. Menjemputmengantarkan ke tempat
al dunia dalam melakukan

Negara/Pegawai Negeri yang meningg
Perjalanan Dinas, atau
k. Menjemput/mengantarka
Negara/Pegawal Negeri yang meninggal dunia
yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

n ke tempat pemakaman jenazah Pejabat
dari tempat kedudukan

Pasal 6

(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai
perintah atasan Pelaksana SPD yang terutang dalam Surat Tugas.
(2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh :
a. Penandatanganan Surat Tugas Kepala SKPD ditandatangani oleh
Walikota atau Wakil Walikota;
b. Eselon lll, Eselon |V dan Staf Surat Tugas ditandatangani oleh
Kepala SKPD
¢. SPD ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen
d. Kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang
ditunjuk.
(3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
mencantumkan hal- hal sebagai berikut :
a. Pemberi Tugas,
b. Pelaksana tugas;
c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
d. Tempat pelaksanaan tugas.
(4) Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan :
a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; atau
b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota lebih
dari 8 (delapan) jam, Surat Tugas dimaksud menjadi dasar
penerbitan SPD.
(5) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota yang dilaksanakan sampai
dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
(6) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



:?Hmwimw»mw-

s Usiew Fate Masarmgm § (dom B pacont  Parigmar (w9
P ———— i pateotirat  Fatighet
| aparghe daep i ne Sarger ket A s

" mmmwmwownww,
3cm~mwwnﬂ-mwmm
lwwmmn*;m

‘ «Ammwmw-mmwtm;w
Mocush hegisten yarg Sudsh dAsaphen wEkly (HRERSAREIYS
yang muietints dae § (e had

Passl |

(1) Dulam penetitas 5F0 PN arwenang i menetaphen frgr
mnwmmwnvmmww
roelak sanakar f'mwmmww
mmwmmwmm

(Ziwnwommaamummwa
macmlmwmwmwm
alllmPluI!!lvll{G}.mwwww
dicantumkan dalam Surat Tugas

BAB YV
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebege:
berikut -
Uang hanan,
Biaya transpor,
Biaya penginapan .
Uang representas,
Sewa kendaraan dalam kota. dan / atau
f Biaya menjemput / mengantar jenazah.
(2) Uanghmnsobaqmmadmakmm-yd(ﬂmdamm;
a Uang makan,
b. Uang transpor lokal, dan
c. Uang saku.
(3) Biayatransporsebaginmd‘rmmmmmbm&lm:
a Peqmmmmmmmmmw
kehmﬂ\gkahndankapulanganmmmhmhﬂ
stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;

e a o ow



b. Retribusi yang dipungut di torminal tmmlaoaunnundlufpelubulmn

keberangkatan dan kepulangan
(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf €
merupakan biaya yang diperiukan untuk menginap
a_ Dihotel, atau

b. Ditempat menginap lainnya.
(5) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagal

berkut :

a_ Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh
persen) dari tarif hotel di kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Walikota inl,

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan
secara lumpsum.

(6) Uang reprenstasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat
diberikan kepada Pejabat Negara, dan Pejabat Eselon |l dan pejabat
Eselon Ill (yang menjadi Kepala SKPD) yang setara selama melakukan
Perjalanan Dinas.

(7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperiuan
pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan,

(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk
biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

(9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya
pemetian dan biaya angkutan jenazah.

(10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



(1) Blaya Perjalanan Dinas Jabal

Pasal 10

an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu |

0,
b
c.

(2) Penyelengaraan lingkat biaya Perjalanan Dinas sebaga

Tingkat A untuk Wallkota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Wakil

Ketua DPRD;
Tingkat B untuk Sekerlaris Daerah Kota, Pejabat Eselon II, anggota

DPRD dan Pejabat lainnya yang setara;
Tingkat C untuk pejabat Eselon II/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon .,

IVIPNS Golongan Ill,dan PNS Golongan | dan Golongan |.
imana dimaksud

pada ayat (1) untuk Pegawai tidak tetap yang melakukan Perjalanan
Dinas untuk kepentingan negara ditentukan oleh KPA acuan dengan
tingkat pendidikan / kepatutan/tugas yang bersangkutan.

(3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
diberikan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

a

Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota pada
Lampiran Peraturan ini.

Biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil
berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan
berpendoman pada Peraturan Walikota Pagar Alam pada lampiran
peraturan ini.

Biaya representasi dibayarkan secara Jumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan
berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan
pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya
Riil; dan

Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan
pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya
Riil.



Pasal 11

tan untuk mengikuti rapat, seminar, dan

pasal 5 huruf b dilaksanakan
ditanggung oleh panitia

(1) Perjalanan Dinas Jaba
sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam
dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang

penyelenggara.

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dina
seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksu
ditanggung oleh panitia penyelenggara. biaya Perjalanan Din

dimaksud dibebankan pada RKA/DPA satuan kerja Pelaksana SPD.
aikan pemberitahuan mengenai

s Jabatan sebagaimana dimaksud

s Jabatan untuk mengikuti rapat,
d pada ayat (1) tidak
as Jabatan

(3) Panitia penyelenggara menyamp
pembebanan biaya Perjalanan Dina
pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya
Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada RKA/DPA satuan
Kerja Pelaksana SPD.

(4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar,
dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

(5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama - sama
untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya,
seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel / penginapan yang
sama.

(6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel / penginapan yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dan satuan biaya
hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pada
Lampiran ini, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar
dengan biaya terendah pada hotel / penginapan dimaksud.

Pasal 12
Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk
waktu paling kurang 24 ( dua puluh empat ) jam, selama waktu transportasi

tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.

Pasal 13

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas

Jabatan dilaksanakan.



a dilaksanakan, biaya

(2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus seger
at ( 1) dapat dibayarkan

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ay

setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 14

(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang
ditetapkandalam  Surat Tugas/SPD dan fidak disebabkan oleh
kesalahan/kelalaian pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian,
biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang reprentasi, dan sewa
kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan
dokumen berupa:

a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandariKepala Bandara/
perusahaanjasa transportasi lainnya: dan/atau
b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK
membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota pada RKA/DPA satuan kerja
berkenaan.

(4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa
kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
dipertimbangkanuntuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e
sampai dengan k,

(5) Dalam hal jumlah Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang
ditetapkandalam SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan
uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan
dalam Kota yang telah diterimanya kepada PPK.

(6) Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

5 huruf k.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15
(1) Pembayaran biaya perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran
yang tersedia dalam RKA/DPA satuan kerja berkenaan.



(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5

(lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
(3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang
hun anggaran.

mengatur mengenai langkah-langkah mengahadapi akhir ta
dimaksud dalam

(4) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana
pasal 17 ayat (2) diatur sebagai berikut:
a. Untuk huruf d berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
tanggal pemberhentian atau meninggal dunia;
b. Untuk huruf b, huruf ¢, dan huruf e berlaku paling lambat 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama.

Pasal 16

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan /
atau mekanisme Pembayaran Langsung ( LS)

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan
melalui :
a. Perikatan dengan penyedia jasa;
b. Bendahara Pengeluaran ; atau
c. Pelaksana SPD.

(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan
penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi

yang melekat pada jabatan; dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan

sejenisnya.
Pasal 17

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan
dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara
Pengeluaran sebesar 60 %.

(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen
sebagai berikut :

. Surat Tugas atau surat keputusan pindah;

b. Fotokopi SPD;

c. Kuitansi tanda terima uang muka; dan

d

]

. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.



Pasal 18

(1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event
organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa ransporias), dan
perusahaan jasa perhotelan / penginapan

(2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana diaksud pada ayst (1) diakukan
sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang / jasa pemaerintah

(3) Komponen biaya Petjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan
perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian | pengadann tiket dan
/ atau biaya penginapan

Pasal 19

(1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu)
Paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu

(2) Nilai satuan harga dalam kontrak / perjanjian tidak dikeluarkan oleh
perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan / hotel resmi yang
dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan / hotel

Pasal 20

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas
prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak /
perjanjian.

(2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa
mengajukan tagihan kepada PPK.

Pasal 21

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS
dilakukan melalui transfer dari Kas Negara ke rekening Bendahara
Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD.

(2) Dalam dal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada
Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya
dipertanggungjwabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut
harus disetor ke Kas Negara melalui PPK.

(3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 )
dilakukan dengan :

a. Menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja ( SSPB ) untuk
tahun anggaran berjalan; atau



b. Menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak ( SSBP ) untuk tahun

anggaran lalu.

(4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada
Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan
kekurangannya.

(5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebag
dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

aimana

Pasal 22

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabtan, biaya
pembatalan dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan.

(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari
atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon I bagi
pelaksana SPD di bawah Pejabat Eselon IIl ke bawah, yang dibuat
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas
Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini;

¢. Pernyataan / tanda Bukti Besaran Pengmbalian Biaya Transpor dan /
atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan | atau
penginapan yang disahkan oleh PPK.

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada RKA/DPA satuan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau

b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan
yang tidak dapat dikembalikan / refund.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 23
(1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas

kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.



(2) Petanggungjawaban  biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen befupa

a. Surat Tugas yang sah dan atasan Pelaksana SPD,

b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan Pejabat di tempat
pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat
Tujuan Perjalanan Dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran
moda transportasi lainnya;

d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa
kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan
usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, dan

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

(3) dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh,
pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya
menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d.

(4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :

a. Fotokopi surat keputusan pindah;

b. SPD yang telah ditanda tangani pihak yang berwenang;

c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;

d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan

e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

Pasal 24

(1) PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya
Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

(2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya - biaya
yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 23.

(3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran  sebagai
pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan
Membayar / Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan
Dinas.



Pasal 25

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan dari harga
sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih)
dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang
diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan
yang dilakukan.

BAB VIl
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 26

(1) Kepala SKPD menyelengarakan pengendalian internal  terhadap
pelaksanaan Perjalanan Dinas.
(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 27

(1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)
dapat memerintahkan pihak lain diluar Pejabat Negara/Pegawai Negeri/
Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan
Dinas untuk kepentingan negara,digolongkan dalam tingkat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan oleh PPK dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan !
kepatutan/tugas yang bersangkutan.

(4) Pegawai Negeri Sipil Golongan | dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam
hal mendesak /khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat

bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Ketentuan mengenai satuan volume barang dasar perhitungan biaya
pengepakan dan biaya angkutan barang sebagaimana tercantum dalam



Lampiran digunakan sebagal dasar penyusunan Standar Biaya Pengepakan
dan angkutan barang dltam Peraturan Walikota ini

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku Peraturan Walikota Nomor : 02
Tahun 2013 tentang Standar Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan
Pemenntah Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal | April 2013
WALIKGTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di - Pagar Alam
Padatanggal : | April2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

dto

H. SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013,NOMOR 9 SERI E



Lampiran 1

Nomor
Tanggal

Peraturan Walikota Pagar Alam
Tentang Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negeri,
dan Pegawai Tidak Tetap.

: @ Tahun 2013
: | APRIL 2013

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPD DAN KELUARGA

Golongan IV, Pejabat
Eselon IV/ PNS Golongan
ITI, PNS Golongan II dan I

TINGKAT MODA TRANSPORTASI
NO|  PEJABAT NEGARA onLn | PESAWAT | KaPAL | KeRETA
Psagmm UDARA | LAUT | ApyBus | LAINNYA
1 2 3 4 5 6 7
L | Walikota,  Ketua/Wakil A Bisnis VIP/Kelas | Spesial / Sesuai
DPRD, Pejabat lainnya IA Eksekutif | kenyataan
2. | Pejabat Negara Lainnya, B Ekonomi | Kelas1B | Eksekutif | Sesuai
Pejabat Eselon II, dan Kenyataan
Pejabat Lainnya  yang
|| setara
3. |Pejabat Eselon I / PNS e Ekonomi | Kelas ITA | Eksekutif |  Sesuai

Kenyataan

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS




Lampiran 11

Nomor
Tanggal

' peraturan  Walikota

Tentang Perjalenan Dinas Jabatan
Dalam Negerl Bagi Pejabat Negeri, dan

Pegawal Tidak Tetap.
@ Tahun 2013
1 APRIL 2013

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

No, Daerah Tujuan Uang Harian Berdasarkan Golongan Perjalanan Dinas (Dalam Rupiah)
i L b ekl A ¢
di LROW. OH 360.000,- | 350.000,- 310,000,
2, | Sumatera Utara | OH 370.000,- | 345,000,- 320,000,
3, |Rau __OH | 360.000,- | 335.000,- 310.000,-
4, |KepulavanRiau |  OH 370.000,- | 345.000,- 320.000,-
5. |Jambi OH 370.000,- | 345.000,- 320.000,-
6. | Sumatera Barat OH 360.000,- | 335.000,- 310.000,-
7. | Sumatera Selatan ~_OH 360.000,- | 335.000,- 310.000,-
8. | Lampung OH 380.000,- | 355.000,- 330.000,-
9. | Bengkulu OH 370.000,- | 345.000,- 320.000,-
‘10. | Bangka Belitung OH 370.000,- | 345.000,- 320.000,-
11. | Banten OH 360.000,- | 335.000,- 310.000,-
12, | Jawa Barat OH 430.000,- | 405.000,- 380.000,-
13, | DKI Jakarta OH 530,000,- | 505.000,- 480.000,-
14, | Jawa Tengah OH 370.000,- | 345.000,- 320.000,-
| 15. | Yogjakarta OH 420.000,- | 395.000,- 370.000,-
16. | Jawa Timur OH 410.000,- | 385.000,- 360.000,-
17. | Bali OH 480.000,- | 455.000,- 430.000,-
18. | Nusa Tenggara Barat OH 440.000,- | 415.000,- 390.000,-
19 | Nusa Tenggara Timur OH 420.000,- | 395.000,- 370.000,-
20. | Kalimantan Barat OH 370.000,- | 345.000,- 320.000,-
21. | Kalimantan Tengah OH 360.000,- | 335.000,- 310.000,-
22. | Kalimantan Selatan OH 370.000,- | 345.000,- 320.000,-
23. | Kalimantan Timur OH 430.000,- | 405.000,- 380.000,-
24. | Sulawesi Utara OH 370.000,- | 345.000,- 320.000,-
25. | Gorontalo OH 370.000,- | 345.000,- 320.000,-
26. | Sulawesi Barat OH 360.000,- | 335.000,- 310.000,-
27. | Sulawesi Selatan OH 430.000,- | 405.000,- 380.000,-
28. | Sulawesi Tenagah OH 370.000,- | 345.000,- 320.000,-
29, | Sulawesi Tenggara OH 380.000,- | 355.000,- 330.000,-
30. | Maluku OH 360.000,- | 335.000,- 310.000,-
31. | Maluku Utara OH 370.000,- | 345.000,- 320.000,-
32. | Papua OH 580.000,- | 555.000,- 530.000,-
33, | Papua Barat OH 480.000,- | 455.000,- 430.000,-

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS




Lampiran Il

: PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN

NOMOR
TANGGAL

: ) TAHUN 2013
4

APRIL 2013

FASILITAS DAN BIAYA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA ( PULANG - PERGI )

NO RUTE DARI PALEMBANG KE KELAS BISNIS KELAS EKONOMI
1 [JAKARTA Rp 3,861,000( Rp 2,268,000
2 [BANDA ACEH Rp 11,380,000{ Rp 6,760,000
3_|MEDAN Rp 11,113,000 Rp 6,076,000
4_|PADANG Rp 9,391,000{ Rp 5,220,000
5_|BATAM Rp 7,145,000] Rp 3,936,000
6 [PEKAN BARU /RIAU Rp 5,115,000{ Rp 2,640,000
| 7 _|DUMAI (RIAU ) Rp 5,115,000 Rp 2,475,000
g_ TANJUNG PINANG / RIAU Rp 5,115,000| Rp 2,530,000
9_[PANGKAL PINANG / BANGKA Rp 5,829,000] Rp 3,262,000
10 |TANJUNG PANDAN / BELITUNG Rp 5,995,000| Rp 2,145,000

JAMBI Rp 3,630,000 Rp 2,145,000
12 |BENGKULU Rp 2,899,000 Rp 1,893,000
13 |CILACAP Rp 6,236,000| Rp 3,305,000
14 |SEMARANG Rp 6,236,000| Rp 3,305,000
15 [SOLO Rp 6,236,000| Rp 3,444,000
16 [YOGYAKARTA Rp 6,460,000| Rp 3,380,000
17 [SURABAYA Rp 7,690,000 Rp 3,744,000
18 |PALANGKARAYA Rp 7,252,000| Rp 4,022,000
19 |PONTIANAK Rp 6,685,000| Rp 3,840,000
20 |BALIK PAPAN Rp 9,894,000{ Rp 5,220,000
21 |KALTIM TARAKAN Rp 9,894,000| Rp 5,220,000
22 [BANDAR LAMPUNG Rp 4,931,000 Rp 2,760,000
23 |[BANDUNG Rp 4,385,000( Rp 2,631,000
24 |BANJARMASIN Rp 7,498,000 Rp 4,022,000
25 |KALTENG / KETAPANG Rp 7,498,000 Rp 4,022,000
26 |DENPASAR Rp 7,541,000| Rp 4,278,000
2 |MATARAM Rp 7,551,000| Rp 4,246,000
Q MALANG Rp 6,899,000| Rp 3,765,000
29 |MAKASAR Rp 9,466,000| Rp 4,781,000
30 [MANADO Rp 12,504,000] Rp 5,926,000
31 [JAYAPURA Rp 15,873,000{ Rp 8,717,000
32 |KENDARI Rp 9,659,000 Rp 5,102,000
33 |SORONG Rp 9,659,000| Rp 5,102,000
34 [TIMIKA Rp 15,210,000 Rp 8,076,000
35 |BIAK Rp 15,424,000 Rp 8,108,000
KETERANGAN
1 Fasilitas Perjalanan Dinas Menurut Tingkat Perjalanan Dinas Yaitu :

a. Tingkat A Membaca Fasilitas Bisnis

b. Tingkat B Membaca Fasilitas Bisnis

¢. Tingkat C Membaca Fasilitas Ekonomi

WALIKOTA PAGAR ALAM
dto

H. DJAZULI KURIS




Lampiran IV

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEIABAT
NEGARA, PEGAWAI TIDAK  TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  KOTA
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2013,

NOMOR : &) TAHUN 2013

TANGGAL : | APRIL 2013

BIAYA TRANSPORT MENGGUNAKAN BUS UNTUK PERJALANAN DINAS ( PULANG - PERGI )

NO RUTE DARI PAGAR ALAM KE BIAYA TARIF BUS PULANG PERGI
1 [PALEMBANG Rp 200,000
2_[PRABUMULIH Rp 150,000
3 [oki Rp 200,000
|4_Joi Rp 180,000
5_|OKU TIMUR Rp 200,000
6 |OKU SELATAN Rp 300,000
7_|MUARA ENIM Rp 120,000
8 |LAHAT Rp 100,000
p [EMPAT LAWANG Rp 110,000
10 |LUBUK LINGGAU Rp 170,000
11 |MUSI RAWAS Rp 170,000
12 |BANYU ASIN Rp 230,000
13 |MUSI BANYU ASIN Rp 300,000
14 |LAMPUNG Rp 400,000
15 |JAKARTA Rp 600,000
KETERANGAN

1 Biaya transport menggunakan bus diperuntukan bagi pejabat Eselon, Staf dan Pegawai tidak tetap yang berangkat
menggunakan bus umum
Untuk perjalanan dinas menggunakan kendaraan mendapatkan penggantian biaya BBM sesuai dengan ketentuan

\

Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor

a. Ke Palembang
b. Ke Lahat

c. Ke Bengkulu
d. Ke Lampung

e. Ke Jakarta dan Bogor

Tahun 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS



Langninn VY

FEJREAT

PERATURAN  WIRLIKETTA PAGAR R
TENTANG STANUAL BIKTA PERJALANAN
HEGARL,  PEGAYIKN
WEGER] UAN PEGRVM nosr. TETAP DI
LINGEUNGAN PEMESINTAK DAERAH KOTA
PRI ALAA TAHUN ANGOARAN 25173

B Tasom 2013
| APRIL 2012

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN PNS

NO

T
A el T :
k] Faslon VIl (Wapala Bagian Gekreiarial (serah Vageia Vanior

TINGKAT PERJALANAN DINAS

BESARAN PER HARI

iz

gﬁ 190,000

Ho 1% U

KETERANGAN ;

Pambaynran uang representalf diakukan sesua dengan benysknys han yang dgunaran untuk melsksanaran
penalanan dinas

BATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO PROVINSI TARIF TAKSI
1 |NANGGROE ACEH DARUSSALAM fig 90,000
2 |SUMATERA UTARA Rp 82,000
3 [RIAL BATAM Rp 70,000
4 |KEPULAUAN RIAU [T 1,000
5 LJAMBI Rp 60,000
6 |SUMATERA BARAT Rp 125,000
7 |LAMPUNG Rp 110,000
6 |BENGKULU Rp 80,000
9 |BANGKA BELITUNG Rp 60,000
10 |BANTEN Rp 285,000
11 |JAWA BARAT Rp €0,000
12 |DKI JAKARTA Rp 170,000
13 |JAWA TENGAH Rp 50,000
14 |DI YOGYAKARTA Rp 70,000
15 |JAWA TIMUR Rp 125,000
16 |BALI Rp 100,000
17 |NUSA TENGGARA BARAT Rp 48,000
18 |NUSA TENGGARA TIMUR Rp 72,000
19 |KALIMANTAN BARAT Rp 90,000
20 |KALIMANTAN TENGAH Rp 70,000
21 |KALIMANTAN SELATAN Rp 90,000
22 |KALIMANTAN TIMUR Rp 260,000
23 |SULAWESI UTARA Rp 110,000
24  |GORONTALO Rp 115,000
25 |SULAWESI BARAT Rp 125,000
26 |SULAWESI SELATAN Rp 120,000
27 |SULAWESI TENGAH Rp 48,000
28 |SULAWESI TENGGARA Rp 115,000
29 MALUKU Rp 171,000
30  [MALUKU UTARA Rp 110,000
31 |PAPUA Rp 315,000
32 |PAPUA BARAT Rp 125,000
33 SUMATERA SELATAN Rp 90.000
KETERANGAN :

Tarif taksi merupakan satu kali perjalanan dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di Kota bandara kedatangan
dan sebaliknya
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| argiinn Y

PEIATUIRAN  WALIKGTA  PAGAN AL
[ENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS  FEJABAT  NEGARA,  PEGAVIAI
NEGESI DAN PEGAWAL TIDAK TETAF 1]
LINGEUNGAN PEMERINTAN DAERAK KOTA
PAGAICALAM TAHUN ANGOARAN 70173

TAHUN 2013
AL 2013

HOMOR 9
TANGGAL (

BATUAN BAIAYA BEWA KENDARAAN (per delapan jsm)

RODA 6/ BUS
NO Efudl, _ff?j'ﬁ'fﬁ'_ S nfm 4 SHOANG RODA 8/ BUS BESAR
1 [NANGGIOR ACEW DARUBSALAM | Rp 710,000 00 | R __1406.000 00| Rp 3,400,000
L2 |OUMATERA UTARA fp — 660,000.00 | Fip 1,100,600 00] Rp 2,700,000
LA AU DATAM T A0,00000 | R 2,000,000 00] fp 2,900,000
A__[KUPULAUAN RIAU ’p 760,000.00 | Rp 2,000,000 00 | Rp 3,300,000
b laamn Hp 650,000 00 | fip 1,600,000 00] Rp 2,800,000
0 [SUMATERA BARAT Hp 64000000 | Kp 1,700,000 00] Kp 2,100,000
7__|JLAMPUNG fp 640,000 00 | Rp 1,700,000 00| Rp 2,700,000
b __|BENGKULU Hp 660,000 00 | Hp 1,600,000 00| Rp 2,600,000
0 |BANGKA BELITUNG Hp 710,000.00 | Rp 1,600,000.00] Rp 2,900,000
10 [BANTEN fp 640,00000 | Rp 1,700,000 00| Rp 2,100,000
11_|JAWA BARAT Rp 66000000 | Rp  1,600,00000] Rp 2,600,000
12 [DKI JAKARTA Rp  650,00000 | Rp  1,600,00000] Rp 2,600,000
13 [JAWA TENGAH Rp 640,00000 | Rp  1,700,000.00( Rp 2,700,000
14_|DI YOGYAKARTA Rp 65000000 | Rp  1,800,000.00] Rp 2,700,000
15 [JAWA TIMUR Rp 640,000.00 | Rp 1,700,000 00| Rp 2,700,000
16_[BALI Rp  740,000.00 | Rp _ 2,100,000.00| Rp 2,600,000
17 |NUSA TENGGARA BARAT Rp _ 730,000,00 | Rp _ 2,100,000.00] Rp 2,600,000
18 [NUSA TENGGARA TIMUR Rp 740,000.00 | Rp 2,200,000.00| Rp 3,000,000
19 [KALIMANTAN BARAT Rp__720,000.00 | Rp_ 1,800,000.00] Rp 3,100,000
20 _[KALIMANTAN TENGAH Rp 760,000.00 | Rp __ 2,400,000.00] Rp 3,400,000
21_|KALIMANTAN SELATAN Rp  650,000.00 | Rp  1,800,000.00] Rp 2,900,000
22_|KALIMANTAN TIMUR Rp _ 760,000.00 | Rp _ 2,000,000.00] Rp 3,300,000
23_|SULAWES| UTARA Rp___ 740,000.00 | Rp _ 1,900,000.00] Rp 3,200,000
24_|GORONTALO R 660,000.00 | Rp __ 1,800,000.00] Rp 2,800,000
25 [SULAWES| BARAT Rp  650,00000 | Rp  1,800,000.00] Rp 2,800,000
26 |SULAWES| SELATAN Rp _ 640,00000 | Rp _ 2,100,000.00{ Rp 2,600,000
27 _|SULAWESI TENGAH Rp 710,000.00 | Rp___ 1,800,000.00] Rp 2,900,000
28_|SULAWESI TENGGARA Rp 710,000.00 | Rp 1,900,000 00| Rp 2,900,000
20 [MALUKU Rp 620,000 00 | Rp _ 2,500,000.00] Rp 3,500,000
30 |MALUKU UTARA Rp _ 830,00000 | Rp _ 2,600,000.00] Rp 3,600,000
31_|PAPUA Rp _ 950,00000 | Rp__ 3,500,000.00] Rp 4,500,000
32 _|PAPUA BARAT Rp _ ©00,00000 | Rp 3,000,000 00 Rp 3,800,000
33 |SUMATERA SELATAN Rp __ 640,000.00 | Rp__ 1,800,000.00] Rp 3,400,000
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PEGAKAL MEGEP, DAN PRGATAL T W
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WOMOR QD riemEm
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TAR® HOTEL
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NO
i "OzTA EKSEKUTIF SN : Ko;io_"m "
. 4
e embey e ] 1,217 1,005
.03 1Singapore S ORI | .

873

- URaIARCRRET | | ISR |
1.1 1
1,468
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...2,886 2,383 2,070
R L -, 1,233
....2835 2,178 1,890
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Lampwran Vill PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT
NEGARA PEGAWA! NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP DI UNGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR : 9 TAHUN 2013
TANGGAL ( APRIL 2013

SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

36 |Zagreb AT~ < ST . |

37 |Athens " 14,911 9.256 8.041
38 |Lisbon i Wil SR T AT 3,894 3,383
39 |Madnd 6,733 4,180 3631
40 |Rome ¥ Vi 7.141 4433 3851
41 |Beograd . =y 9,921 6,158 5,350]

EROPA TIMUR Wi

41 |Bratislava . 6,993 4,341 3,771
_42 |Bucharest 7,627 4,734 4,113}

| 43 |Kiev . 9,630| 5978 5,193|

_ 44 |Moscow 9.537 5920 5,143|
45 |Praque . 6.400| 3972 3451

“46 [Sofia ; 8.567| 4,076 3541




KUASIFIRABI _
EKSEKUTIF m—‘—“mgm"
3 4 —
R, 0'302 r— S'W o 3'“7
S| N /.|| RO )
... |AFRIKATIMUR " ' i s RS p I
N R 7 || NS (| SR
51 [Nairobl R 7~ W 7 T 5263
.52 _|Antananarive T 00| 7N
53 |Dar Es Salaam 6.590] 8,733
54 [Harare PR 1| _ 5747
AFRIKA SELATAN Te I
55 |Windhoek
56 |Cape Town
57 |Johannesburg
AFRIKA UTARA
58 |Algiers
.59 ICairo
.80 |Khartoum
61 [Rabbat
62 [Tripoli
63 [Tunisia
(ASIA BARAT S R
64 |Manama 6,400 5,002 4,700
65 _|Baghdad 5433 4,148 3,545]
66 _|Amman 5433 4,148 3,545
67 _[Kuwait 4,767 383 3110
68 [Beirut 5717 4384 3,730}
69 |Doha 4207 3,212 2,745
70 |Damascus 5,096 3,800 3,325
71 |Ankara 6,641 4,122 3,581
72 |Abu Dhabi 4,180 3,191 2,727
73 [Sanaa 5013 3,827 3,271
74 |Jeddah 4,958 3,785 3,235
75 |Muscat 6,469 5,158 3,727
76 |Riyadh 4,598 3,510 3,000}
ASIA TENGAH
77 [Tashkent 13,617 8,453 7,343
78 |Astana 13,661 12,089 8,962
ASIA TIMUR
79 |Beijing 2,262 1,868 1,623
80 |Hongkong 1,719 1,419 1,233
81 |Osaka 2,527 2,124 1,845
82 |Tokyo 2,558 2,112 1,835
83 |Pyongyang 2,421 1,899 1,737,
84 [Seoul 2,421 1,099 1,737
ASIA SELATAN
85 |Kaboul 3,386 2,585 2,209
86 |Teheran 4,475 3,416 2,920
87 |Colombo 1,935 1,588 1,388
88 |Dhaka 1,224 1,011 878
89 |Islamabad 2,750 2,271 1,973
90 " [Karachi 2,611 2,158 1,873
91 |New Delhi 2,332 1,926 1,673
ASIA TENGGARA
92 |Bandar Seri Bagawan 645 533 463
93 |Bangkok 1,147 947 823
94 [Davao City 1,749 1,445 1,255
95 [Hanoi 1,833 1,514 1,315
96 |Ho Chi Minh 991 818 711
97 |Johor Bahru 495 409 355
98 |Kota Kinabalu 690 570 495
99 |Kuala Lumpur 572 472 410}
100 [Manila 1,457 1,203 1,045}
101 [Penang 697 576 500]




i NEGARA L
.__i___,_“'_________. ’ i 4 R, -1 : :
: y i b 0
V0 [Kamboje 200 229 o7 108
91 [Timor Leste 302 364 229 106
ASIA PASIFIK Vs
g; .:lmllallll AN 403 212 an
4 Selandia Bar 392 20| 222 221
Kaledonia Bary 426 _e7 2l .28
B O N 08| ) | | { S 02
L (] 463 320 221 179)
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PERATURAN WALIXOTA PAGAR ALAM TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT
NEGARA PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWMN TIOAK
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAM DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAMUN ANGGARAN 2013

NOMOR 9
TANGGAL l

TAHUN 2013
APRIL 2013

SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG
MAKAN, DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

{ Dstam US § )
i PRDIARA GOLA | GOL B 6L 0
,_}_____ 2 3 4 5 [}
v |AMERIKA UTARA L
.1 |Amerika Senikat 837 a7 ""“'4_1#"?“_ “ i
.3 |Agentna R T RN i
A __|Venezuela el i R )
5 TBnd - SO | o - T
L0 sl 86 2700
..... 7__|Columbia | N §) B
...... 8 |Peru L I 124 B <L
9 |Sunname _ 398 ..e95  2%e
10__|Ekuador ..o | NN 1 - W . | 53}
AMERIKA TENGAH IR ORBHREC I L
11 |Mexico 429 318 82 M
12 |Kuba 406 305 261 21
13 |Panama 414 307 272 zn
Y T e TSR S | ] (Y
14 [Austria 504 453 318 317]
15 |Belgia 466 419 282 281
16 |Perancis 512 464 382 381
17 |Rep. Federasi Jerman 443 411 282 281
18 |Belanda 459 413 270 270 463 416 272 271
19 [Swiss 508| 458 322 321
EROPA UTARA
20 |Denmark 472 427 275 241
21 |Finlandia 453 409 354 i
22 |Norwegia 517 465 288 288
23 |Swedia 466 436 342 341
24 |Kerajaan Inggris 587 §34 432 431
EROPA SELATAN
25 |Bosnia Herzegovina 458 420 334
26 |Kroasia 483 444 353 352
27 |Spanyol 457 413 287 288
28 |Yunani 522 379 242 241
29 |itala 520 472 372 37
30 |Portugal 425 382 242 241
31 |Serbia 401 381 313 277
EROPA TIMUR
32 |Bulgaria 406 387 320 284
33 |[Czech 426 380 331 293
34 |Hongaria 421 381 330 300
35 |Polandia 401| 381 313 277
36 [Rumania 416 381 313 2
37 |Rusia 556 512 407 408/
38 |Slovakia 429 387 335 207
39 |Ukraina 425 382 328
AFRIKABARAY 50 .o om0 Tingmel - 7
40 |Nigeria 381 313 262 261




NO
1
41 |Senegal
AFRIKA TIMUR
42 [Ethiopia
A3 [Kenya """
44 |Madagaskar
45 |Tanzania
46 |Zimbabwe
.47 |Mozambique
AFRIKA SELATAN
48 |Namibia
49 JAfrika Selatan
AFRIKA UTARA
50 |Aljazair 342 308 207 206
51 _|Mesir 368 273 212 190
52 [Maroko 304 251 102 191
53 |Tunisia 203 241 187 186
54_|Sudan 342 282 21084
.55 |Libya 308 254 189 165
ASIA BARAT
56 |Azerbaijan 498 459 365 364
57 |Bahrain 405 286 222 2081
58 |lrak 397 283 220 201
59 |Yordania 365 254 197 196
60 [Kuwait 407 283 257 156
61 |Libanon 357 267 207 186
62 |Qatar 386 276 215 196
63 |Arab 358 257 200 196
64 |Turki 365 270 210 188
65 |Pst. Arab Emirat 459 323 302 301
66 |Yaman 353 241 197 196/
67 |Saudi Arabia 391 276 215 201
68 |Kesultanan Oman 359 254 197 185!
ASIA TIMUR
69 |Rep.Rakyat Cina 378 238 207 206
70 |Hongkong 472 320 287 268
71 |Jepang 519 303 262 261
72 |Korea Selatan 421 356 297 296
73 |Korea Utara 395 238 207 206
|
ASIA SELATAN
74 |Afganistan 385 226 173 172
75 |Bangladesh 339 196 167 166
76 |India 352 263 242 241
77 |Pakistan 343 203 182 181
78 |[Srilanka 348 201 167 166
79 |[lran 351 260 202 181
ASIA TENGAH
80 |Uzbekistan 392 352 287 254
81 |Kazakhstan 456 420 334 333
ASIA TENGGARA
82 |Philipina 412 278 222 221
83 |Singapura 424 290 224 221
84 |Malaysia 381 253 212 211
85 |Thailand 392 275 211 201
86 |Myanmar 368 250 197 196
87 |Laos 380 262 202 196
88 [Vietnam 383 265 204 196
89 |Brunei Darussalam 374 256 197 196




Lampiran XIV  : Peraturan  Walikota Pagar  Alam
Tentang Perjalanan Dinas Jabatan

Dalam Negeri Bagi Pejabat Neger, dan
Pegawai Tidak Tetap.
Nomor : 9 Tahun 2013
Tanggal | APRIL 2013
SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG
GOLONGAN PELAKSANA SPD
URALAN/ TUJUAN GOLONGAN | GOLONGAN |
| GOLONGAN I1 | GOLONGAN I
v I
Jumiah barang yang digunakan
sebagai dasar perhitungan
1. Pegawai yang berkeluarga 25 M3 20 M2 15 M3 10 M3
dengan anak
2.Pegawai yang berkeluarga tanpa | 15 M3 12 M3 gM3 6 M3
anak
3.Pegawai yang tidak berkeluarga 5 M3 4 M3 3M3 2M3
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